PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XXI/2023
PERIHAL PENGUJIAN MATERIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

25 MEI 2023

PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, pukul 11.16 WIB, Mahkamah
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat
A.
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut

B.
C.

Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi)
UU 8/1981) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 33/PUU-
XXI/2023. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 33/PUU-XXI/2023,
perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.

PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian UU HAP dalam Perkara 33/PUU-XXI/2023
diajukan oleh Asep Muhidin, S.H. (Wiraswasta/Advokat) dan Rahadian Pratama
Mahpudin, S.H. (Wiraswasta), untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

PASAL/AYAT UU HAP YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN
Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengujikan Pasal 80 UU 8/1981
yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 80 UU 8/1981

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan
atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak
ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan

alasannya.”



D. BATU U]I

Bahwa Pasal 80 UU 8/1981 dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat
(3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Kkarena dinilai
telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para
Pemohon.

. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap pengujian materil UU 8/1981 dalam permohonan a quo,
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.10] Menimbang bahwa sebelum menilai konstitusionalitas frasa “penghentian
penyidikan” dalam Pasal 80 UU 8/1981 terlebih dahulu Mahkamah akan
mempertimbangkan permohonan para Pemohon dikaitkan dengan ketentuan
Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2
Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
(PMK 2/2021), apakah terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujiannya
kembali.

Pasal 60 UU MK menyatakan:
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-
undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan:
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang
telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda
atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan
pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat
dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau
alasan permohonan yang berbeda. Sebelumnya Pasal 80 UU 8/1981 pernah
diajukan pengujian Kkonstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-X/2012 yang diucapkan
dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 8 Januari 2013 dengan
amar putusan ditolak serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-
X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal
21 Mei 2013, yang amar putusannya mengabulkan permohonan Pemohon.



Dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan Nomor 76/PUU-
X/2012 adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD
1945, sementara itu untuk permohonan Nomor 98/PUU-X/2012 menggunakan
dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal
28H ayat (2) UUD 1945, sedangkan permohonan para Pemohon a quo
menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945, sehingga semua dasar pengujian yang digunakan oleh para
Pemohon dalam permohonan a quo telah digunakan dalam permohonan
sebelumnya. Namun demikian, ketiga permohonan ternyata memiliki alasan
permohonan yang berbeda. Permohonan Nomor 76/PUU-X/2012 meminta
Mahkamah untuk mempersempit makna frasa “pihak ketiga yang
berkepentingan” dalam Pasal 80 UU 8/1981, sedangkan permohonan Nomor
98/PUU-X/2012 meminta Mahkamah untuk memperluas makna frasa “pihak
ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 UU 8/1981. Berbeda dengan dua
permohonan sebelumnya, permohonan para Pemohon a quo dalam positanya
menguraikan alasan-alasan agar Mahkamah memperluas makna frasa
“penghentian penyidikan” dengan menafsirkan agar penghentian penyidikan
dimaknai termasuk apabila aparat penegak hukum tidak melakukan serangkaian
tindakan pemeriksaan sejak laporan dugaan tindak pidana korupsi disampaikan
sampai dengan jangka waktu 1 tahun. Dengan demikian, meskipun norma Pasal
80 UU 8/1981 telah pernah diuji dengan dasar pengujian yang sama, namun
karena terdapat alasan permohonan yang berbeda, maka terlepas dari apakah
secara substansi permohonan a quo beralasan menurut hukum atau tidak,
berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 permohonan pengujian
norma Pasal 80 UU 8/1981 dapat diajukan kembali.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan pengujian Pasal 80 UU
8/1981 dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan menilai pokok
permohonan para Pemohon mengenai konstitusionalitas frasa “penghentian
penyidikan” dalam Pasal 80 UU 8/1981.

[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para
Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, inti
permohonan a quo adalah frasa “penghentian penyidikan” dalam Pasal 80 UU
8/1981 tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon yang
mengajukan gugatan praperadilan atas tidak ditindaklanjutinya laporan kepada
aparat penegak hukum, in casu Kejaksaan, jika tidak dimaknai “termasuk
penghentian penyidikan apabila aparat penegak hukum tidak melakukan
serangkaian tindakan pemeriksaan sejak laporan dugaan tindak pidana korupsi
disampaikan sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.” Terhadap dalil para
Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:



[3.12.1] Bahwa norma Pasal 80 UU 8/1981 yang dimohonkan pengujiannya oleh
para Pemohon adalah norma yang terdapat dalam Bagian Kesatu tentang
Praperadilan pada Bab X tentang Wewenang Pengadilan untuk Mengadili dalam
UU 8/1981. Sehingga, norma Pasal 80 UU 8/1981 menjadi bagian dari pengaturan
mengenai wewenang pengadilan untuk mengadili perkara praperadilan. Pada
bagian Ketentuan Umum UU 8/1981 telah diatur pengertian mengenai
praperadilan yaitu dalam Pasal 1 angka 10 UU 8/1981 bahwa praperadilan
adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut
cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas
permintaan tersangka atau Kkeluarganya atau pihak lain atas kuasa
tersangka;

b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian
penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

c. permintaan ganti Kkerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau
keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak
diajukan ke pengadilan;

Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstiutusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 April 2015,
memperluas kewenangan praperadilan yaitu termasuk juga untuk memeriksa
sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Bahwa frasa “penghentian penyidikan” yang diuji konstitusionalitasnya
dalam permohonan a quo, merupakan bagian dari proses penyidikan yang diatur
dalam Pasal 109 ayat (2) UU 8/1981 yang menyatakan bahwa “dalam hal
penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau
peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan
dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada
penuntut umum, tersangka atau keluarganya”. Dengan demikian, terdapat tiga
batasan di mana penyidik dapat menghentikan penyidikan sebagaimana disebut
dalam Pasal 109 UU 8/1981, yaitu 1) jika tidak terdapat cukup bukti, 2) peristiwa
yang menjadi objek penyidikan bukan merupakan tindak pidana, dan 3)
penyidikan dihentikan demi hukum. Dalam petitum permohonan para Pemohon
meminta Mahkamah untuk memperluas batasan penghentian penyidikan, yaitu
termasuk penghentian penyidikan apabila aparat penegak hukum tidak
melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan sejak laporan dugaan tindak
pidana korupsi disampaikan sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.

[3.12.2] Bahwa dari petitum yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah
mencoba memahami apa sesungguhnya yang para Pemohon kehendaki. Karena
jika mengaitkan antara permohonan praperadilan yang para Pemohon ajukan,
yang bermula dari laporan para Pemohon yang tidak ditindaklanjuti, dikaitkan
dengan petitum para Pemohon yang meminta perluasan makna penghentian
penyidikan, dapat dipahami bahwa pengujian Pasal 80 UU 8/1981 merupakan



upaya hukum lanjutan para Pemohon agar laporannya dapat ditindaklanjuti.
Namun demikian, laporan para Pemohon yang menjadi akar persoalan
permohonan a quo, belum sampai pada tahapan penyidikan, sehingga jika
petitum permohonan para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah, maka tidak
akan berpengaruh apapun pada laporan yang para Pemohon ajukan. Kalaupun
laporan tersebut sudah sampai pada tahap penyidikan, quod non, lalu Mahkamah
mengabulkan permohonan a quo dan laporan yang tidak ditindaklanjuti tersebut
ditetapkan penyidikannya dihentikan karena tidak ditindaklanjuti selama lebih
dari satu tahun (sebagaimana petitum permohonan para Pemohon), maka upaya
para Pemohon untuk mendapatkan keadilan dengan mengajukan laporan tindak
pidana Korupsi justru tidak akan terwujud karena penyidikannya terhenti. Selain
itu, Pasal 80 UU 8/1981 hanya mengatur mengenai siapa yang berhak
mengajukan permohonan praperadilan yang objek pemeriksaannya mengenai
sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Dalam hal ini, Pasal
80 UU 8/1981 tidak mengatur substansi penghentian penyidikan yang hendak
diperluas maknanya oleh para Pemohon. Sedangkan, pengaturan penghentian
penyidikan yang dimaksud para Pemohon telah jelas secara khusus diatur dalam
Pasal 109 ayat (2) UU 8/1981;

[3.12.3] Bahwa perluasan makna yang para Pemohon mohonkan dalam
petitumnya, dengan memberi batasan waktu 1 tahun bagi proses penyidikan dan
jika tidak maka akan dinyatakan sebagai sebuah penghentian penyidikan,
menurut Mahkamah tidak akan memberikan kepastian hukum sebagaimana yang
para Pemohon kehendaki, namun justru sebaliknya kontraproduktif terhadap
upaya penegakan hukum, terlebih khusus bagi upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi sebagaimana kasus yang para Pemohon laporkan. Mengungkap
kasus tindak pidana korupsi bukan merupakan hal mudah, apalagi jika bukan
kasus tertangkap tangan, namun dari laporan masyarakat. Untuk menemukan
bukti permulaan yang cukup dari laporan tindak pidana korupsi tidaklah mudabh,
karena itulah UU Tipikor mengamanatkan agar masyarakat ikut berperan serta
membantu penegak hukum dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi
[vide Pasal 41 UU Tipikor]. Jika dalam proses pencarian bukti awal telah
memakan waktu lebih dari satu tahun, lalu penyidikannya dihentikan, maka
perjuangan pemberantasan korupsi akan menjadi sia-sia;

[3.12.4] Bahwa oleh karena terhadap kewajiban aparat untuk segera
menindaklanjuti laporan masyarakat sudah diatur dalam Pasal 106 UU 8/1981,
yaitu bahwa bagi penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan
tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana
wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, maka untuk
mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang para Pemohon
kehendaki, masyarakat dalam hal ini para Pemohon dapat mendorong
ditingkatkannya keterbukaan informasi atas laporan yang diajukan. Jika
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seseorang warga masyarakat melaporkan lalu sampai dengan jangka waktu yang
lama tidak ditindaklanjuti, pelapor berhak menerima informasi sampai sejauh
mana laporannya telah ditindaklanjuti. Jika ada kekurangan dalam pelaporannya
pelapor pun berhak mengetahui dan melengkapi sehingga perkara dapat bergulir
ke tahap selanjutnya. Demikian halnya, aparat penegak hukum pun harus secara
berkala menyampaikan kepada masyarakat/pelapor mengenai tindak lanjut atas
laporan masyarakat dimaksud.

[3.12.5] Bahwa dengan demikian persoalan hukum yang para Pemohon dalilkan
menurut Mahkamah bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma Pasal
80 UU 8/1981 terutama dalam frasa “penghentian penyidikan”. Norma dalam
Pasal 80 UU 8/1981 mengatur mengenai siapa yang berhak mengajukan
praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan secara
substansi telah diperiksa oleh Mahkamah dan diputus dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana
iuraikan frasa “penghentian penyidikan” dalam Pasal 80 UU 8/1981 telah
ternyata tidak menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum sebagaimana
dijamin dalam UUD 1945. Oleh karena itu, dalil para Pemohon adalah tidak
beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya, tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

. AMAR PUTUSAN:

Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

. PENUTUP

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan
mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno
terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang
wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ
penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu,
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 33/PUU-XXI/2023 yang
menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya
terhadap pengujian pada Pasal 80 UU 8/1981 mengandung arti bahwa ketentuan
Pasal-Pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
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